
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1146, 2021 KEMENHUB. Pengusahaan. Bandar Udara. 

Kegiatan. Pencabutan. 
 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 81 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu mengatur 

mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 

Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar 

Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum 

sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kegiatan 

Pengusahaan di Bandar Udara; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang PErubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644); 

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
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Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEGIATAN 

PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan 

lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, 

keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas 

Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat 

perpindahan intra dan/atau antarmoda serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan 

daerah. 

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat 

terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, 

tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan 

bumi yang digunakan untuk penerbangan. 

3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau 

perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan 

sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas 

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, 

dan tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas 

pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

4. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga 

Pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai 

penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa 

pelayanan Kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang 

belum diusahakan secara komersial. 
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5. Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Hukum 

Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, atau perseroan terbatas, yang 

kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara yang 

diusahakan secara komersial untuk pelayanan umum. 

6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Hukum 

Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, atau perseroan terbatas yang 

kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara 

untuk digunakan mengangkut penumpang. Kargo, 

dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 

7. Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didirikan 

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam 

bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD), atau perseroan terbatas atau 

koperasi. 

8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

10. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang 

berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam 

dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11. Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat 

BMN/D adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 
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12. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D 

berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar 

Udara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka peningkatan penerimaan negara bukan 

pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan 

lainnya. 

13. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang 

selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerja sama 

antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan 

infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu 

kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian 

atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan 

usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara 

para pihak. 

14. Hak Pengelolaan Terbatas atas Aset Infrastruktur adalah 

optimalisasi Barang Milik Negara dan/atau aset Badan 

Usaha Milik Negara untuk meningkatkan fungsi 

operasional Barang Milik Negara dan/atau aset Badan 

Usaha Milik Negara guna mendapatkan pendanaan 

untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur. 

15. Penyertaan Modal Negara/Daerah adalah pengalihan 

kepemilikan BMN/D yang semula merupakan kekayaan 

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 

negara atau daerah pada BUMN, BUMD, atau badan 

hukum lainnya yang dimiliki negara. 

16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

17. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 


